BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sesuai dengan pemaparan permasalahan yang sudah di bahas,
maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan pada karya ilmiah ini yakni
sebagai berikut:

1. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran
Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI sebagai lingkup suatu
pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan
internal merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Kehormatan
Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Mahkamah
Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat. dalam hal wewenang Mahkamah Kehormatan
Dewan dapat melakukan penegahan, pengawasan, memeriksa dan
mengadili Dewan yang melakukan perkara pelanggaran Kode Etik.

2. Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan keluhuran dan
martabat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang sangat
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Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat Dewan
Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan, pengawasan dan
penindakan. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
Dewan terhormat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga perwakilan Rakyat harus sesuai denga etika, norma-norma dan
aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis
dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran-saran penulis dalam
skripsi ini sebagi berikut:

1. Mahkamah Keormatan Dewan Dalam menjalankan tugas, fungsi dan
wewenangnya harus sesuai dengan tujuan dibentuknya MKD itu
tersendiri. Sebagai lembaga penegak etik dan keluhuran Dewan,
Mahkamah Kehormatan Dewan mempunya wewenang yang diatur
dalam Undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan itu semua
Mahkamah Kehormatan Dewan harus bersifat independen dan
dijauhkan dengan benturan kepentingan, mengingat Mahkamah
Kehormatan Dewan adalah lembaga etik yang dibentuk oleh Dewan itu
tersendiri, dan anggotanya berasl dari fraksi masing-masing partai.

2. Dalam hal ini Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran
martabat Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan,

pengawasan dan penindakan harus memberikan tindakan yang akan



berimplikasi kepada Dewan yang melanggar ketentuan Etika dan tidak

menjaga martabat Dewan itu tersendir.
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